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LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
NOMOR 1 \qo/%17 /1* 72012
TANGGAL] (2 Sepeserber 2022

PERSETUJUAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH
TERHADAP RANCANGAN PERATIURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/79/2022 tanggal 12
September 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga
Tahun Anggaran 2022 dan Rancahgan Peraturan Walikota Salatiga tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pehdapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga
Tahun Anggaran 2022, Wali Kota atiga bersama dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Salatiga mglalui Badan Anggaran telah melakukan
pembahasan, penyempurnaan dan| penyesuaian atas Rancangan Peraturan
Daerah Kota Salatiga tentang Peribahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Walikota
Salatiga tentang Penjabaran Perubahén Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022 | berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa
Tengah, sebagai berikut :

I. KEBIJAKAN UMUM
1. Mengacu pada konsistensi jadwal dan tahapan dalam penyusunan APBD
sesuai ketentuan peratura perundang-undangan guna menjamin
pelaksanaan pekerjaan dalath APBD dapat diselesaikan pada tahun
anggaran berjalan.

2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Manajemen Anggaran dan Efektif
dan Efisien

3. Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran
menjadi pedoman dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD, mengingat sasaran tdrget capaian program, kegiatan dan sub
kegiatan (output) serta target hasil (outcome) yang diharapkan memerlukan
komitmen dan/atau keterpafluan antara dokumen perencanaan dan
dokumen penganggaran.

4. Menyusun dan melengkapi kembali dokumen Rancangan Peraturan Daerah
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangah yaitu antara lain:

a. Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
b. Daftar Piutang Daerah;
c. Daftar Penyertaan Modal Dderah dan Investasi Daerah Lainnya;




. Daftar Sub Kegiatan Tahun

. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan

Aset Lain-Lain,;
Jamak (Multi Years); dan
Daftar Dana Cadangan.

[I. KEBIUAKAN PENDAPATAN DAERAH

1.

III. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
1.

Menyusun dasar hukum peng@apatan dan mencantumkan di kolom Dasar
Hukum pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan kolom Penjelasan pada
Rancangan Peraturan Walik¢ta Salatiga tentang Penjabaran Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2022.

Peningkatan kemandirian Daerah melalui langkah-langkah optimalisasi
pada kegiatan pemungutan pajak daerah, meningkatkan iklim investasi
dan berusaha serta melakukan prognosis target pendapatan secara lebih
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Penyediaan anggaran Belanjal Hibah dan Belanja Bantuan Sosial supaya
memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran
program dan kegiatan pemeriftah daerah sesuai urgensi dan kepentingan
daerah dalam mendukung| terselenggaranya fungsi pemerintahan,
pembangunan dan kemasyardkatan dan juga bertujuan untuk melindungi
dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Penyediaan anggaran Belanja Modal dalam rangka mendukung tema
Rencana Kerja Pemerintah (RKP), supaya difokuskan pada pembangunan
yang diarahkan kepada industri, pariwisata, ketahanan pangan, usaha
mikro kecil menengah, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan
rendah karbon, reformasi peglindungan sosial, reformasi pendidikan dan
keterampilan, serta reformasilkesehatan.

Penyediaan anggaran Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, Dinas Perdagangan, $ekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah supaya
mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun
anggaran berjalan, sehinggd capaian kinerja program/ kegiatan/sub
kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Penyediaan anggaran Beldanja Tidak Terduga digunakan untuk
mengantisipasi keadaan darfirat termasuk keperluan mendesak akibat
pandemi COVID-19 atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi dan dalam
pelaksanaannya agar tetap mengacu pada ketentuan tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

Mengalokasikan anggaran kegiatan pembinaan dan pengawasan pada
Inspektorat Daerah sesuai ketéentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:
a. Program/Kegiatan/Sub
Anggaran 2022 yang engalami pergeseran sebelum tahapan
Perubahan APBD dan/dtau peéngurangan maupun penghapusan
anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi
belanja pada Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah
anggarannya;
b. Penyesuaian anggaran | pada Program/Kegiatan/Sub  Kegiatan
berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan
anggaran yang bersumber|dari dana transfer Pemerintah; dan
c. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum
ditetapkannya Peraturan | Daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2022.
Menyediakan anggaran dalam rangka implementasi ketentuan Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07 /2022
dimaksud pada Rancangan Beraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Kota Salatiga Tahun An an 2022 sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.




IV. KEBIUAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Lebih cermat dalam memilah daf mengidentifikasi alokasi SiLPA yang telah
dianggarkan untuk memastikan Kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada
tahun anggaran berikutnya.

V. EENUTUP

Demikian Persetujuan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur Jawa tengah
terhadap Rancangan Peraturan [Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022
dan Rancangan Peraturan Wali kota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belafja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran
2022, untuk menjadikan periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
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